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Abstrak 
Check and balances merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan demokratis yang 
bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 
Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta 
memastikan supremasi hukum tetap terjaga. Dalam konteks Indonesia, check and balances memiliki 
peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas demokrasi dengan memastikan bahwa setiap 
lembaga negara menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi dan prinsip hukum yang berlaku. 
Penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan check and balances di Indonesia, tantangan yang 
dihadapi, serta dampaknya terhadap stabilitas demokrasi dan supremasi hukum. Dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis normatif, penelitian ini menemukan bahwa 
efektivitas check and balances sangat bergantung pada independensi masing-masing lembaga negara, 
transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa meskipun sistem check and balances di Indonesia telah mengalami perbaikan 
dari waktu ke waktu, masih terdapat berbagai tantangan seperti intervensi politik, lemahnya 
penegakan hukum, serta kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu , 
diperlukan upaya penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif guna 
memastikan bahwa prinsip demokrasi dan supremasi hukum dapat terus terjaga. 
Kata Kunci: Check And Balances, Demokrasi, Supremasi Hukum. 

Abstract 
Checks and balances is a fundamental principle in a democratic system of government that aims to  
maintain a balance of power between the executive, legislative and judicial branches. This principle 
serves as a control mechanism to prevent abuse of power and ensure the rule of law is maintained. In 
the Indonesian context, checks and balances have a very important role in maintaining democrat ic 
stability by ensuring that each state institution carries out its functions in accordance with the 
constitution and applicable legal principles. This study analyzes how checks and balances are 
implemented in Indonesia, the challenges faced, and their impact on democratic stability and the rule 
of law. Using a qualitative approach and normative analysis method, this study finds that the 
effectiveness of checks and balances depends on the independence of each state institution, 
transparency, and public participation in overseeing public policies. The results show that although 
the system of checks and balances in Indonesia has improved over time, there are still various 
challenges such as political intervention, weak law enforcement, and lack of accountability in policy 
implementation. Therefore, efforts are needed to strengthen more effective oversight and law 
enforcement mechanisms to ensure that the principles of democracy and the rule of law can be 
maintained. 
Keywords: Check And Balances, Democracy, Rule of Law. 
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PENDAHULUAN 

Dalam suatu negara demokratis, prinsip check and balances merupakan elemen kunci 
yang berperan dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif1. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah dominasi satu cabang kekuasaan terhadap 
cabang lainnya, sehingga setiap lembaga negara tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan 

hukum yang berlaku. Di Indonesia, sebagai negara demokrasi konstitusional, mekanisme 
check and balances menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan 
keputusan yang diambil oleh pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan 

publik2. 
Sejak era reformasi, Indonesia telah melakukan berbagai perubahan dalam sistem 

pemerintahan guna memperkuat prinsip demokrasi dan supremasi hukum3. Salah satu 
langkah signifikan adalah penguatan peran lembaga legislatif dan yudikatif sebagai 
pengawas terhadap kekuasaan eksekutif. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan check and 

balances masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks independensi 
lembaga negara dan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah4. 

Salah satu tantangan utama dalam penerapan check and balances di Indonesia adalah 
adanya intervensi politik yang berpotensi melemahkan independensi lembaga negara5. 
Dalam banyak kasus, keputusan yang diambil oleh lembaga legislatif dan yudikatif 

dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, sehingga mengurangi efektivitas sistem 
pengawasan yang idealnya harus netral dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas6. 

Lemahnya sistem penegakan hukum juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas 
check and balances. Banyak kasus pelanggaran hukum, baik yang melibatkan pejabat 
eksekutif maupun anggota legislatif, yang tidak ditindak secara tegas akibat adanya konflik 

kepentingan dan praktik korupsi yang masih merajalela7. Hal ini berkontribusi pada 
melemahnya supremasi hukum dan berpotensi mengancam stabilitas demokrasi di 

Indonesia8. 
Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan juga 

masih menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian9. Kurangnya keterbukaan 

informasi dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan membuat 
mekanisme check and balances sering kali tidak berjalan secara optimal10. Dalam kondisi 

seperti ini, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih berpihak pada kelompok tertentu 

 
1 R K Febriandy and U Wahid, ‘Kemunduran Demokrasi Di Indonesia: Analisis Laporan Varieties of 

Democracy (V-Dem) Institute 2024’, Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset , 2024. 
2 W R Jati, ‘Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021’, 2021. 
3 D Kristal, ‘Perbandingan (De) Konsolidasi Demokrasi: Studi Penurunan Kualitas Demokrasi Di Indonesia 

Dan Filipina’, Jurnal Penelitian Politik, 2022. 
4 R A R Pulungan and L T ALW, ‘Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan 

Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’, Jurnal 

Pembangunan Hukum Indonesia , 2022. 
5 M R Saputra, ‘Sistem Politik Tanpa Partai Di Indonesia: Tantangan, Peluang, Dan Dampaknya Terhadap 

Demokrasi’, Jurnal Lanskap Politik, 2024. 
6 M R Syailendra and J Natanael, ‘Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi Hukum 

Di Indonesia’, Journal of Universal, 2024. 
7 V W R Toyibi, ‘Keterlibatan Partai Politik Oposisi Dalam Mengawal Demokrasi: Pendekatan Checks and 

Balances Dalam Ketatanegaraan Indonesia’, Journal of Social and Economics Research , 2024. 
8 Y I Mahendra, ‘Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019: Analisis Prosedural Dan Substansial’, 

Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, 2021. 
9 M A Rozaq, S D Batara, and M R Jaya, ‘Urgensi Check and Balance Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui 

Judicial Activism Dalam Praktik Demokrasi Di Indonesia’, 2024. 
10 K Umam, A Ashari, and R A Amalia, ‘Rekonstruksi Prinsip Checks and Balances Antar Lembaga Negara 

Berdasarkan Pancasila’, in Jatiswara, 2023. 
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dibandingkan pada kepentingan rakyat secara keseluruhan11. 
Tidak hanya itu, hubungan antar-lembaga negara juga sering kali diwarnai oleh 

ketegangan politik yang berdampak pada efektivitas kerja pemerintahan12. 

Ketidakseimbangan dalam distribusi kewenangan antara eksekutif , legislatif, dan yudikatif 
dapat menciptakan kebuntuan politik (deadlock), yang pada akhirnya menghambat proses 

pembangunan dan reformasi hukum13. 
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat mekanisme check and 

balances, hasil yang diperoleh masih jauh dari harapan14. Beberapa kebijakan yang diambil 

oleh pemerintah masih menunjukkan kecenderungan otoritarianisme, terutama dalam hal 
pengawasan terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia15. Hal ini menunjukkan 

bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar yang harus segera diatasi. 
Dalam konteks global, banyak negara demokrasi yang telah berhasil menerapkan 

sistem check and balances secara efektif, sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel. Indonesia perlu mengambil pelajaran dari negara-negara tersebut 
dengan memperkuat mekanisme pengawasan serta memastikan bahwa setiap lembaga 

negara dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya intervensi politik. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana peran check and balances dalam menjaga stabilitas demokrasi dan supremasi 

hukum di Indonesia16. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi 
serta memberikan rekomendasi strategis dalam memperkuat mekanisme check and balances 

agar dapat berfungsi lebih efektif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia17. 
Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan sistem pemerintahan yang lebih demokratis serta mendukung penegakan 

supremasi hukum yang lebih kuat di Indonesia18. 
 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk 

memahami dan menganalisis bagaimana peran check and balances dalam menjaga stabilitas 
demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang 

dihadapi dalam penerapannya19. 
Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan fokus pada kajian hukum dan tata 

 
11 N Indradjaja, M A Abid, and V Andarini, Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , 

2022. 
12 S Warjiyati, ‘Emilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

Dalam Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia’, in Aristo, 2020. 
13 G A Wibowo, M A Imanullah, and H R Saintika, ‘Pembatasan Oligarki Dalam Mewujudkan Sistem 

Demokrasi Di Indonesia’, in Media of Law and Social Justice, 2024. 
14 A Rahman, ‘Checks and Balances: Konsep Trias Politika Dan Negara Demokrasi Indonesia.’, Al Qisth as 

Jurnal Hukum Dan Politik, 2021. 
15 O Suparman, Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan 

Prinsip Checks and Balances System, 2023. 
16 A K Lafuil and K Umar, ‘Kedudukan Partai Oposisi Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia’, Jurnal Al Tasyri’iyyah, 2022. 
17 A W Kartika, ‘Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penegakan Negara Hukum Dan Demokrasi Di 

Indonesia’, Jurnal Pro Hukum, 2021. 
18 M A Rozaq, S D Batara, and M R Jaya, ‘Urgensi Check and Balance Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui 

Judicial Activism Dalam Praktik Demokrasi Di Indonesia’. 
19 D Kristal, ‘Perbandingan (De) Konsolidasi Demokrasi: Studi Penurunan Kua litas Demokrasi Di Indonesia 

Dan Filipina’. 
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kelola pemerintahan20. Kajian ini dilakukan dengan menganalisis regulasi, kebijakan, dan 
praktik yang berkaitan dengan sistem check and balances di Indonesia21. Selain itu, 
penelitian ini juga mengkaji fenomena sosial dan politik yang mempengaruhi efektivitas 

mekanisme pengawasan antar-lembaga negara22. 
Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama: 
Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang melibatkan berbagai sumber 

seperti buku, artikel jurnal, laporan lembaga penelitian, dokumen hukum, dan literatur 
ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini berfungsi sebagai 

dasar untuk menganalisis teori-teori terkait dengan sistem check and balances, serta untuk 
memahami konteks hukum dan sosial yang mempengaruhi implementasi prinsip tersebut di 
Indonesia. Studi literatur juga mencakup penelitian sebelumnya yang membahas topik 

serupa, sehingga dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang keberhasilan dan 
tantangan dalam penerapan check and balances di negara lain yang dapat dijadikan 

pembanding. 
Data Primer 

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pakar hukum, 

akademisi, dan praktisi pemerintahan yang memiliki pemahaman mendalam tentang 
penerapan prinsip check and balances dalam pemerintahan Indonesia. Wawancara ini 

bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari para ahli yang terlibat dalam praktek 
pemerintahan, serta untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai efektivitas sistem 
pengawasan antar lembaga negara. Selain itu, wawancara juga membantu untuk menggali 

tantangan yang dihadapi oleh lembaga negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan 
mengidentifikasi solusi potensial untuk meningkatkan sistem ini. 

Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik utama: 
 

Studi Literatur 

Teknik ini melibatkan penelaahan dokumen-dokumen hukum yang relevan, termasuk 

peraturan perundang-undangan, konstitusi, dan kebijakan yang mengatur hubungan antar 
lembaga negara. Peneliti juga menelaah artikel-artikel ilmiah dan buku-buku yang 
membahas tentang check and balances, demokrasi, dan supremasi hukum, baik di Indonesia 

maupun di negara lain yang memiliki sistem pemerintahan serupa. Studi literatur ini 
bertujuan untuk memahami dasar teori mengenai hubungan antar lembaga negara, serta 

untuk menganalisis sejauh mana peraturan yang ada dapat memfasilitasi atau menghambat 
pelaksanaan prinsip check and balances. 
Wawancara Mendalam 

Wawancara dilakukan dengan sejumlah narasumber yang memiliki pengetahuan 
mendalam tentang sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya mengenai penerapan check 

and balances dalam praktik. Narasumber yang diwawancarai meliputi akademisi yang ahli 
dalam bidang hukum tata negara, pejabat pemerintah yang terlibat dalam pengambilan 
keputusan politik dan hukum, serta praktisi pemerintahan yang memiliki pengalaman dalam 

menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan negara. Wawancara ini memungkinkan 
peneliti untuk menggali perspektif pribadi dan pengalaman praktis para narasumber terkait 

 
20 W R Jati, ‘Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021’. 
21 A K Lafuil and K Umar, ‘Kedudukan Partai Oposisi Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia’. 
22 R A R Pulungan and L T ALW, ‘Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan 

Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’. 
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dengan penerapan check and balances serta tantangan yang mereka hadapi dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan antar lembaga. 
Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati implementasi sistem check and balances dalam 
kasus-kasus hukum tertentu di Indonesia. Peneliti mengamati bagaimana lembaga legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif berinteraksi dalam proses pengambilan kebijakan atau dalam 
penanganan kasus hukum yang melibatkan ketiga lembaga tersebut. Observasi ini bertujuan 
untuk menilai sejauh mana praktik-praktik yang terjadi sesuai dengan prinsip check and 

balances, serta untuk mengidentifikasi kelemahan atau hambatan yang muncul dalam 
penerapannya. Melalui observasi, peneliti juga dapat melihat bagaimana ketegangan antar 

lembaga negara terjadi dalam situasi tertentu, dan bagaimana hal ini mempengaruhi 
efektivitas pengawasan dan pembuatan kebijakan. 
Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan melalui teknik-teknik yang telah disebutkan, proses analisis 
dilakukan secara deskriptif dan analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini, seperti bagaimana sistem 
check and balances beroperasi dalam praktek pemerintahan Indonesia dan tantangan yang 
dihadapi oleh lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Peneliti menggambarkan 

kondisi yang ada berdasarkan data yang diperoleh dari studi literatur, wawancara, dan 
observasi. 

Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis dampak dari penerapan check and 
balances terhadap stabilitas demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Peneliti 
menganalisis efektivitas sistem pengawasan antar lembaga, serta bagaimana faktor-faktor 

seperti intervensi politik, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya transparansi 
mempengaruhi kinerja sistem check and balances. Dalam analisis ini, peneliti juga 

mengevaluasi sejauh mana sistem yang ada dapat mempertahankan keseimbangan 
kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, serta memberikan rekomendasi untuk 
meningkatkan efektivitasnya. 

Pendekatan Teoritis 

Penelitian ini didasarkan pada teori-teori hukum yang berhubungan dengan prinsip 

check and balances, seperti teori Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesquieu, serta 
teori-teori lain yang membahas tentang distribusi kekuasaan dalam sistem pemerintahan. 
Teori ini menjelaskan pentingnya pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, 

dan yudikatif untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berpotensi merugikan 
demokrasi dan supremasi hukum. Selain itu, pendekatan teori demokrasi juga digunakan 

untuk mengevaluasi bagaimana check and balances mendukung sistem demokrasi yang 
sehat di Indonesia, dengan memberikan ruang bagi oposisi dan mencegah penyalahgunaan 
kekuasaan oleh pemerintah. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran Check and Balances dalam Menjaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia 
Sistem check and balances di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam 

menjaga stabilitas demokrasi23. Prinsip ini memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh 
lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak terpusat pada satu pihak, sehingga 
mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang24. Meskipun sistem ini sudah diterapkan 
sejak reformasi 1998, tantangan terbesar adalah adanya ketegangan antar-lembaga negara 
yang sering kali dipicu oleh kepentingan politik. Dalam konteks ini, lembaga legislatif dan 

 
23 M R Syailendra and J Natanael, ‘Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi 

Hukum Di Indonesia’. 
24 Y I Mahendra, ‘Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019: Analisis Prosedural Dan Substansial’. 
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yudikatif harus lebih memperkuat peran mereka sebagai pengawas terhadap kebijakan 
eksekutif tanpa adanya tekanan atau intervensi politik yang dapat merusak independensi 
mereka. 
Tantangan dalam Pelaksanaan Check and Balances di Indonesia 

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan check and balances di Indonesia adalah 
dominasi politik dalam lembaga legislatif dan yudikatif25. Partai politik yang mendominasi 
DPR sering kali menggunakan kekuasaannya untuk memengaruhi kebijakan pemerintah, 
sementara independensi lembaga yudikatif kerap terganggu oleh intervensi politik dalam 
proses peradilan. Hal ini mengarah pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam 
pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, meskipun ada 
mekanisme pengawasan, pelaksanaannya sering kali kurang efektif dalam memastikan 
kebijakan pemerintah tetap dalam kerangka hukum yang berlaku. 
Supremasi Hukum dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi 

Supremasi hukum yang kuat menjadi prasyarat penting dalam sistem check and 
balances yang efektif26. Di Indonesia, meskipun terdapat berbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur pelaksanaan kekuasaan negara, kenyataan menunjukkan bahwa 
penegakan hukum sering kali tidak berjalan optimal. Praktik korupsi yang masih marak di 
kalangan pejabat eksekutif, legislatif, maupun aparat penegak hukum berkontribusi pada 
lemahnya supremasi hukum27. Hal ini mengurangi rasa keadilan masyarakat terhadap 
pemerintahan dan bisa memicu ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi yang ada. Oleh 
karena itu, penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu merupakan elemen penting 
yang perlu diperkuat. 
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Sistem Check and Balances 

Selain independensi lembaga negara, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua faktor 
yang sangat berpengaruh dalam efektifitas check and balances28. Ketika proses pembuatan 
kebijakan dan pengambilan keputusan hukum dilakukan secara tertutup dan tanpa 
melibatkan partisipasi publik, maka sistem pengawasan antar-lembaga negara akan 
terhambat. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kebijakan yang diambil pemerintah 
dan harus diberikan ruang untuk mengawasi serta memberikan umpan balik. Dengan 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mekanisme check and balances akan lebih 
optimal dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa kebijakan yang 
dihasilkan sesuai dengan aspirasi rakyat. 
Rekomendasi untuk Penguatan Sistem Check and Balances 

Untuk memperkuat check and balances di Indonesia, perlu adanya reformasi dalam 
sistem peradilan serta mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Peningkatan 
independensi lembaga yudikatif harus menjadi prioritas, dengan mengurangi intervensi 

politik dalam proses hukum. Selain itu, legislasi terkait penguatan lembaga pengawas, 
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu diperkuat agar dapat berfungsi lebih 

efektif. Terakhir, perlu ada upaya untuk membangun kesadaran politik masyarakat agar 
lebih aktif dalam mengawal kebijakan publik, sehingga sistem check and balances tidak 
hanya bergantung pada lembaga negara, tetapi juga pada partisipasi masyarakat yang luas. 
Peran Check and Balances dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi 

Sistem check and balances yang efektif tidak hanya berfungsi untuk menjaga 
keseimbangan kekuasaan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri. 
Dengan menguatnya peran lembaga negara dalam pengawasan dan kontrol terhadap 
kebijakan pemerintah, demokrasi di Indonesia akan semakin sehat. Lembaga legislatif, 

 
25 M R Saputra, ‘Sistem Politik Tanpa Partai Di Indonesia: Tantangan, Peluang, Dan Dampaknya Terhadap 

Demokrasi’. 
26 R K Febriandy and U Wahid, ‘Kemunduran Demokrasi Di Indonesia: Analisis Laporan Varieties of 

Democracy (V-Dem) Institute 2024’. 
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misailnyai, aikain leibih maimpu beirpeirain seibaigaii peingaiwais yaing eifeiktif teirhaidaip keibijaikain 
eikseikutif, seimeintairai leimbaigai yudikaitif daipait meimaistikain baihwai seimuai keibijaikain yaing 
diaimbil seisuaii deingain prinsip-prinsip hukum dain keiaidilain. 

Seilaiin itu, meikainismei cheick aind bailainceis yaing baiik daipait meinciptaikain ruaing yaing 
leibih beisair untuk peirbeidaiain peindaipait dain kritik yaing konstruktif teirhaidaip keibijaikain 
peimeirintaih. Dailaim maisyairaikait yaing deimokraitis, ruaing untuk oposisi dain peirbeidaiain 
peindaipait saingait peinting untuk meimaistikain baihwai keibijaikain peimeirintaih tidaik hainyai 
beirpihaik paidai keipeintingain maiyoritais, teitaipi jugai meimpeirhaitikain keipeintingain keilompok-
keilompok keicil dain teirpinggirkain. Deingain deimikiain, sisteim cheick aind bailainceis yaing 
eifeiktif aikain meinciptaikain keibijaikain yaing leibih inklusif, aidil, dain beirpihaik paidai seiluruh 
raikyait. 
Meikainismei Peinyeileisaiiain Konflik A intair-Leimbaigai Neigairai 

Meikainismei peinyeileisaiiain konflik aintair-leimbaigai neigairai jugai hairus dipeirkuait aigair 
daipait meinjaigai keilaincairain impleimeintaisi cheick aind bailainceis di Indoneisiai. Keiteigaingain 
yaing teirjaidi aintairai leimbaigai leigislaitif, eikseikutif, dain yudikaitif seiring kaili meimpeingairuhi 

eifeiktivitais peingaiwaisain dain peingaimbilain keiputusain yaing objeiktif. Oleih kaireinai itu, 
dibutuhkain jailur peinyeileisaiiain yaing leibih teirbukai dain trainspairain untuk meingaitaisi konflik-

konflik teirseibut. Meikainismei peinyeileisaiiain konflik ini tidaik hainyai hairus meingutaimaikain 
hukum, teitaipi jugai diailog aintair-leimbaigai yaing didaisairkain paidai prinsip sailing 
meinghormaiti dain keirjai saimai yaing baiik. 
Keiteirkaiitain A intair-Leimbaigai Neigairai dailaim Praiktik Cheick aind Bailainceis 

Sisteim cheick aind bailainceis di Indoneisiai tidaik hainyai beirfungsi untuk meinghindairi 
dominaisi keikuaisaiain saitu leimbaigai, teitaipi jugai meinjaigai keiteirkaiitain yaing seiimbaing aintairai 
leimbaigai eikseikutif, leigislaitif, dain yudikaitif. Dailaim impleimeintaisinyai, hubungain aintair 
leimbaigai ini hairus beirjailain seicairai hairmonis untuk meimaistikain baihwai keibijaikain yaing 
diaimbil tidaik hainyai saih seicairai hukum, teitaipi jugai beirpihaik paidai keipeintingain maisyairaikait. 
Misailnyai, aipaibilai leimbaigai eikseikutif meingaimbil keibijaikain yaing beirpoteinsi meilainggair 
konstitusi, leimbaigai leigislaitif dain yudikaitif hairus maimpu beirtindaik seibaigaii peingontrol 
yaing indeipeindein. Naimun, keitidaikseiimbaingain dailaim hubungain aintair leimbaigai ini seiring 
kaili meimunculkain keiteigaingain yaing beirdaimpaik paidai eifisieinsi peimeirintaihain. Keiteigaingain 
ini umumnyai dipicu oleih keipeintingain politik yaing meingairaih paidai peingairuh yaing beisair 
teirhaidaip peingaimbilain keiputusain di leimbaigai neigairai. 
Peirain Pairtaii Politik dailaim Sisteim Cheick aind Bailainceis 

Pairtaii politik meimaiinkain peirain yaing saingait beisair dailaim sisteim cheick aind bailainceis 
Indoneisiai, baiik seibaigaii peinggeiraik di leimbaigai leigislaitif maiupun peingaiwais teirhaidaip 
keibijaikain eikseikutif. Dominaisi pairtaii beisair di Deiwain Peirwaikilain Raikyait (DPR) keiraip kaili 
meimpeingairuhi keibijaikain yaing diaimbil oleih peimeirintaih. Dailaim bainyaik kaisus, keibijaikain 
eikseikutif dipeingairuhi oleih keipeintingain pairtaii politik teirteintu, yaing meingaikibaitkain proseis 
peimbuaitain keibijaikain meinjaidi kuraing objeiktif. Pairtaii politik daipait meinjaidi ailait yaing 
saingait kuait dailaim meinjaigai sisteim cheick aind bailainceis, teitaipi jugai bisai meinjaidi keindailai 
aipaibilai keipeintingain pairtaii meingailaihkain keipeintingain publik. Oleih kaireinai itu, peirlu aidai 
meikainismei yaing daipait meinyeiimbaingkain peirain pairtaii politik deingain keibutuhain 
maisyairaikait aigair sisteim cheick aind bailainceis tidaik teirgainggu. 
Peirain Maisyairaikait dailaim Peingaiwaisain Keibijaikain 

Maisyairaikait meimiliki haik untuk ikut seirtai dailaim peingaiwaisain keibijaikain yaing 
diaimbil oleih peimeirintaih. Naimun, untuk meimaistikain baihwai peingaiwaisain maisyairaikait 
daipait beirjailain deingain eifeiktif, peirlu aidai sisteim yaing meindukung pairtisipaisi publik seicairai 
trainspairain. Dailaim bainyaik kaisus, maisyairaikait seiring kaili kuraing teirlibait dailaim proseis 
peingaimbilain keiputusain aitaiu peingaiwaisain keibijaikain, yaing daipait meinyeibaibkain keibijaikain 
peimeirintaih tidaik seipeinuhnyai meinceirminkain keibutuhain dain aispiraisi publik. Oleih kaireinai 
itu, saingait peinting untuk meiningkaitkain keisaidairain politik maisyairaikait aigair meireikai leibih 
aiktif dailaim meingaiwaisi keibijaikain peimeirintaih dain meimaistikain baihwai keibijaikain teirseibut 
seisuaii deingain prinsip-prinsip deimokraisi dain supreimaisi hukum. 
Taintaingain Modeirnisaisi Sisteim Peimeirintaihain 
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Seiiring deingain peirkeimbaingain teiknologi dain globailisaisi, sisteim peimeirintaihain 
Indoneisiai meinghaidaipi taintaingain bairu yaing meimpeingairuhi peineiraipain prinsip cheick aind 
bailainceis. Peirkeimbaingain teiknologi informaisi meimbaiwai peirubaihain dailaim cairai peimeirintaih 
beirinteiraiksi deingain publik, naimun jugai meimbukai peiluaing baigi poteinsi peinyailaihgunaiain 
keikuaisaiain yaing leibih beisair. Dailaim hail ini, leimbaigai peingaiwais hairus meimiliki kaipaisitais 
yaing leibih baiik untuk meinaingaini isu-isu yaing muncul seiiring deingain peisaitnyai 
peirkeimbaingain teiknologi. Seilaiin itu, globailisaisi meinghairuskain Indoneisiai untuk meingikuti 
peirkeimbaingain deimokraisi globail, yaing meinghairuskain aidainyai peiningkaitain trainspairainsi 
dain aikuntaibilitais dailaim peingeilolaiain peimeirintaihain. 
Peintingnyai Peinguaitain Leimbaigai Peingaiwaisain 

Leimbaigai peingaiwais, seipeirti Komisi Peimbeiraintaisain Korupsi (KPK) dain Baidain 
Peimeiriksai Keiuaingain (BPK), meimiliki peirain yaing saingait peinting dailaim meimpeirkuait 
sisteim cheick aind bailainceis. Naimun, seiring kaili leimbaigai-leimbaigai ini dihaidaipkain paidai 
beirbaigaii keindailai, seipeirti inteirveinsi politik dain keiteirbaitaisain sumbeir daiyai yaing 
meinghaimbait eifeiktivitais peingaiwaisain. Untuk itu, peinguaitain leimbaigai peingaiwais hairus 
meinjaidi prioritais aigair meireikai daipait meinjailainkain fungsi peingaiwaisain seicairai maiksimail. 
Sailaih saitu cairai untuk meimpeirkuait leimbaigai peingaiwais aidailaih deingain meimbeirikain 
keileiluaisaiain keipaidai meireikai untuk beikeirjai tainpai aidainyai teikainain politik, seirtai 
meinyeidiaikain sumbeir daiyai yaing cukup untuk meindukung opeiraisionail meireikai. 
Peinyeileisaiiain Konflik Politik A intair Leimbaigai Neigairai 

Konflik aintair leimbaigai neigairai seiring kaili meinjaidi haimbaitain dailaim meinjailainkain 
cheick aind bailainceis yaing eifeiktif. Keiteigaingain politik yaing muncul aintairai leimbaigai 
leigislaitif, eikseikutif, dain yudikaitif daipait meimpeirburuk situaisi dain meimpeirlaimbait proseis 
peimbuaitain keibijaikain. Oleih kaireinai itu, peinting untuk meinciptaikain meikainismei 
peinyeileisaiiain konflik yaing daipait diaikseis oleih seimuai leimbaigai neigairai. Meikainismei ini 
tidaik hainyai hairus meingutaimaikain peinyeileisaiiain hukum, teitaipi jugai hairus meinyeidiaikain 
ruaing untuk diailog aintair leimbaigai gunai meincairi solusi yaing sailing meinguntungkain. 
Peinyeileisaiiain konflik aintair leimbaigai yaing tidaik trainspairain dain teirbukai hainyai aikain 
meimpeirburuk situaisi, seihinggai peirlu aidai peindeikaitain yaing leibih konstruktif dain beirbaisis 
paidai prinsip sailing meinghormaiti. 
Peirain Maihkaimaih Konstitusi dailaim Meimpeirkuait Deimokraisi 

Maihkaimaih Konstitusi (MK) meimiliki peirain yaing saingait vitail dailaim meinjaigai 
deimokraisi dain supreimaisi hukum di Indoneisiai. Seibaigaii leimbaigai yaing meimiliki 
keiweinaingain untuk meinguji undaing-undaing teirhaidaip konstitusi, MK beirpeirain dailaim 
meimaistikain baihwai keibijaikain yaing diaimbil oleih leimbaigai leigislaitif dain eikseikutif teitaip 
beiraidai dailaim baitais-baitais yaing saih seicairai hukum. Naimun, meiskipun peirain MK saingait 
krusiail, leimbaigai ini jugai tidaik luput dairi teikainain politik yaing daipait meimpeingairuhi 
indeipeindeinsinyai. Oleih kaireinai itu, peinguaitain indeipeindeinsi MK hairus meinjaidi fokus aigair 
peirainainnyai dailaim meinjaigai deimokraisi daipait beirjailain deingain baiik. 
Praiktik Korupsi dain Daimpaiknyai teirhaidaip Cheick aind Bailainceis 

Korupsi meirupaikain sailaih saitu maisailaih teirbeisair yaing meinghaimbait peilaiksainaiain 
cheick aind bailainceis di Indoneisiai. Korupsi yaing meilibaitkain peijaibait eikseikutif, leigislaitif, 
dain aipairait peineigaik hukum daipait meileimaihkain sisteim peingaiwaisain dain meinurunkain 
kuailitais keibijaikain yaing diaimbil. Meiskipun sudaih aidai leimbaigai peingaiwais seipeirti KPK, 
naimun peinyailaihgunaiain weiweinaing maisih teitaip teirjaidi. Oleih kaireinai itu, peineigaikain hukum 
yaing leibih teigais dain tainpai paindaing bulu dipeirlukain untuk meimaistikain baihwai pairai peilaiku 
korupsi meindaipaitkain sainksi yaing seitimpail deingain peirbuaitainnyai. 
E ivailuaisi Teirhaidaip Peineiraipain Sisteim Cheick aind Bailainceis di Neigairai Laiin 

Seibaigaii reifeireinsi, Indoneisiai peirlu meimpeilaijairi sisteim cheick aind bailainceis yaing 
diteiraipkain di neigairai-neigairai deimokraitis laiinnyai. Beibeiraipai neigairai seipeirti A imeirikai 
Seirikait dain Jeirmain teilaih beirhaisil meingimpleimeintaisikain prinsip ini deingain saingait eifeiktif. 
Peilaijairain yaing bisai diaimbil dairi neigairai-neigairai teirseibut aidailaih peirlunyai peingaiwaisain 
yaing keitait teirhaidaip leimbaigai neigairai, seirtai peintingnyai indeipeindeinsi leimbaigai yudikaitif. 
Neigairai-neigairai ini jugai meinunjukkain baigaiimainai trainspairainsi dain aikuntaibilitais dailaim 
peimeirintaihain daipait meinciptaikain peimeirintaihain yaing leibih deimokraitis dain eifisiein. 
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Trainspairainsi A inggairain dain A ikuntaibilitais dailaim Keibijaikain Peimeirintaih 
Trainspairainsi ainggairain meirupaikain sailaih saitu eileimein peinting dailaim meimaistikain 

aikuntaibilitais peimeirintaih. Tainpai aidainyai trainspairainsi dailaim peingeilolaiain ainggairain, maikai 
keibijaikain yaing diaimbil peimeirintaih beirpoteinsi meirugikain keipeintingain publik. Oleih 
kaireinai itu, peimeirintaih hairus leibih teirbukai dailaim meinyaimpaiikain reincainai ainggairain dain 
meimaistikain baihwai seitiaip peinggunaiain ainggairain daipait dipeirtainggungjaiwaibkain keipaidai 
publik. Deingain trainspairainsi ainggairain, maisyairaikait aikain leibih mudaih meingaiwaisi 
baigaiimainai keibijaikain teirseibut diimpleimeintaisikain dain meimaistikain baihwai tidaik aidai 
peinyailaihgunaiain ainggairain yaing meirugikain raikyait. 
Taintaingain dailaim Peineigaikain Hukum dain Haik A isaisi Mainusiai 

Peineigaikain hukum di Indoneisiai maisih meinghaidaipi beirbaigaii taintaingain, teirmaisuk 
peirlindungain haik aisaisi mainusiai yaing seiring kaili teiraibaiikain. Bainyaik kaisus peilainggairain 
haik aisaisi mainusiai yaing tidaik meindaipait peirhaitiain seirius dairi aipairait peineigaik hukum. Hail 
ini meinunjukkain baihwai meiskipun aidai sisteim cheick aind bailainceis, peilaiksainaiainnyai beilum 
seipeinuhnyai optimail. Untuk meimpeirbaiiki hail ini, peirlu aidai reiformaisi dailaim peineigaikain 
hukum yaing meilibaitkain leimbaigai-leimbaigai yaing beirweinaing, seirtai meiningkaitkain 
keisaidairain aikain peintingnyai haik aisaisi mainusiai dailaim seitiaip keibijaikain yaing diaimbil. 
Peinyailaihgunaiain Weiweinaing oleih Peijaibait Neigairai 

Peinyailaihgunaiain weiweinaing oleih peijaibait neigairai maisih meinjaidi sailaih saitu maisailaih 
beisair di Indoneisiai. Kaisus-kaisus peinyailaihgunaiain weiweinaing seiring kaili tidaik 
meindaipaitkain sainksi yaing teigais, aitaiu baihkain justru dibiairkain beigitu saijai. Hail ini 
meinurunkain keipeircaiyaiain maisyairaikait teirhaidaip leimbaigai neigairai dain sisteim hukum yaing 
aidai. Oleih kaireinai itu, peinting untuk meimpeirkuait meikainismei peingaiwaisain teirhaidaip peijaibait 
neigairai dain meimaistikain baihwai seitiaip peinyailaihgunaiain weiweinaing meindaipaitkain sainksi 
yaing seitimpail deingain peirbuaitainnyai. 
Peingairuh E iksteirnail dailaim Sisteim Peimeirintaihain Indoneisiai 

Peingairuh eiksteirnail dairi neigairai-neigairai laiin, teirutaimai dailaim hail hubungain 
inteirnaisionail, jugai meimpeingairuhi peineiraipain sisteim cheick aind bailainceis di Indoneisiai. 
Teikainain dairi neigairai-neigairai beisair aitaiu leimbaigai inteirnaisionail seiring kaili meingairaih paidai 
peirubaihain keibijaikain yaing beirteintaingain deingain keipeintingain naisionail. Oleih kaireinai itu, 
peinting baigi Indoneisiai untuk meinjaigai keidaiulaitain dailaim peingaimbilain keiputusain politik 
dain meimaistikain baihwai sisteim cheick aind bailainceis teitaip beirjailain seisuaii deingain prinsip 
deimokraisi. 
Peineiraipain Good Goveirnaincei dailaim Sisteim Cheick aind Bailainceis 

Good goveirnaincei yaing meincaikup prinsip trainspairainsi, aikuntaibilitais, dain pairtisipaisi 

publik saingait dipeirlukain untuk meimpeirkuait sisteim cheick aind bailainceis di Indoneisiai. 
Tainpai good goveirnaincei, sisteim peimeirintaihain aikain reintain teirhaidaip peinyailaihgunaiain 

keikuaisaiain dain korupsi. Oleih kaireinai itu, peimeirintaih hairus beirkomitmein untuk 
meineiraipkain prinsip-prinsip good goveirnaincei dailaim seitiaip keibijaikain yaing diaimbil, seirtai 
meimaistikain baihwai seimuai leimbaigai neigairai beiropeiraisi deingain inteigritais dain trainspairainsi. 
Peingairuh Polai Pairtisipaisi Maisyairaikait teirhaidaip Peineiraipain Cheick aind Bailainceis 

Dailaim sisteim deimokraisi Indoneisiai, pairtisipaisi maisyairaikait meimeigaing peirain yaing 
saingait peinting dailaim meindukung eifeiktifitais sisteim cheick aind bailainceis. Meiskipun sisteim 
ini diraincaing untuk meinjaigai keiseiimbaingain aintairai leimbaigai eikseikutif, leigislaitif, dain 
yudikaitif, tainpai pairtisipaisi aiktif maisyairaikait, peineiraipainnyai aikain teirbaitais. Maisyairaikait 
yaing aiktif dailaim peingaiwaisain keibijaikain publik daipait beirfungsi seibaigaii sailurain kontrol 
yaing eifeiktif teirhaidaip keibijaikain peimeirintaih. Pairtisipaisi publik yaing leibih beisair dailaim 
proseis politik dain peimbuaitain keibijaikain aikain meiningkaitkain trainspairainsi dain aikuntaibilitais 
leimbaigai-leimbaigai neigairai. 

Naimun, taintaingain teirbeisair yaing dihaidaipi aidailaih maisih teirbaitaisnyai keisaidairain 
politik maisyairaikait. Maisyairaikait yaing tidaik meimaihaimi peirain dain peintingnyai cheick aind 
bailainceis dailaim sisteim keitaitaineigairaiain seiring kaili tidaik teirlibait dailaim peingaiwaisain 
keibijaikain. Oleih kaireinai itu, dibutuhkain upaiyai untuk meiningkaitkain peindidikain politik dain 
keisaidairain hukum di kailaingain maisyairaikait aigair meireikai leibih meimaihaimi peirain meireikai 
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dailaim meinjaigai sisteim peimeirintaihain yaing deimokraitis. 
Peirain Meidiai dailaim Peingaiwaisain dain Trainspairainsi 

Meidiai maissai meimiliki peirain yaing saingait beisair dailaim meinjaigai trainspairainsi dain 
aikuntaibilitais dailaim proseis peingaimbilain keiputusain peimeirintaih. Dailaim konteiks cheick aind 
bailainceis, meidiai beirfungsi seibaigaii jeimbaitain aintairai peimeirintaih dain publik. Meidiai daipait 
meimpeirkuait peingaiwaisain teirhaidaip leimbaigai eikseikutif dain leigislaitif deingain meinyaijikain 
informaisi yaing objeiktif dain kritis meingeinaii keibijaikain peimeirintaih. Leibih jaiuh laigi, meidiai 
daipait meinjaidi ailait untuk meingungkaipkain praiktik-praiktik korupsi dain peinyailaihgunaiain 
keikuaisaiain yaing daipait meirusaik deimokraisi. 

Taintaingain utaimai yaing dihaidaipi meidiai aidailaih aidainyai peimbaitaisain keibeibaisain peirs 
dain aincaimain teirhaidaip jurnailis yaing meincobai meingungkaipkain faiktai-faiktai yaing tidaik 
disukaii oleih peimeirintaih aitaiu pihaik-pihaik yaing beirkuaisai. Peimbaitaisain ini beirpoteinsi 
meinguraingi fungsi meidiai seibaigaii ailait kontrol dailaim sisteim cheick aind bailainceis. Oleih 
kaireinai itu, peinting untuk meimaistikain baihwai keibeibaisain peirs dilindungi dain baihwai meidiai 
daipait beiropeiraisi seicairai indeipeindein tainpai aidainyai aincaimain aitaiu inteirveinsi dairi pihaik 
mainaipun. 
Daimpaik Inteirveinsi Politik teirhaidaip Sisteim Cheick aind Bailainceis 

Inteirveinsi politik dailaim peingaimbilain keiputusain leimbaigai neigairai aidailaih sailaih saitu 
maisailaih utaimai yaing meinghaimbait eifeiktivitais sisteim cheick aind bailainceis di Indoneisiai. 
Inteirveinsi ini teirjaidi keitikai keipeintingain politik teirteintu meimeingairuhi keibijaikain aitaiu 
keiputusain hukum, seihinggai meingaibaiikain prinsip indeipeindeinsi dain objeiktivitais yaing 
seihairusnyai dijaigai oleih seitiaip leimbaigai neigairai. Dailaim bainyaik kaisus, keibijaikain eikseikutif 
yaing diaimbil seiring kaili dipeingairuhi oleih keipeintingain pairtaii politik yaing meinguaisaii 
leimbaigai leigislaitif aitaiu kaibineit peimeirintaih. Beigitu jugai deingain leimbaigai yudikaitif, yaing 
kaidaing dipeingairuhi oleih teikainain politik dailaim meinaingaini kaisus teirteintu. 

Untuk meimpeirbaiiki kondisi ini, sisteim peingaiwaisain yaing leibih kuait peirlu diteiraipkain, 
teirmaisuk peiningkaitain indeipeindeinsi leimbaigai-leimbaigai neigairai. Sailaih saitu cairai untuk 
meinguraingi inteirveinsi politik aidailaih deingain meimpeirkuait meikainismei peingaiwaisain 
inteirnail dailaim leimbaigai neigairai. Seilaiin itu, keibeiraidaiain leimbaigai peingaiwais eiksteirnail, 
seipeirti Komisi Peimbeiraintaisain Korupsi (KPK) dain Ombudsmain, hairus didorong untuk 
beirtindaik leibih teigais dailaim meingaiwaisi keibijaikain dain keiputusain yaing diaimbil oleih 
peimeirintaih. 
Peirbaiikain dailaim Peineigaikain Hukum dain Keiaimainain Hukum 

Peineigaikain hukum yaing teigais dain tainpai paindaing bulu aidailaih kunci utaimai dailaim 
meimaistikain baihwai cheick aind bailainceis daipait beirfungsi deingain baiik. Sailaih saitu faiktor 
yaing meinghaimbait eifeiktivitais sisteim ini aidailaih leimaihnyai peineigaikain hukum, teirutaimai 
dailaim kaisus-kaisus yaing meilibaitkain peijaibait neigairai aitaiu ainggotai leigislaitif. Bainyaik kaisus 
korupsi dain peinyailaihgunaiain weiweinaing yaing tidaik ditindaiklainjuti seicairai seirius, baiik 
kaireinai aidainyai konflik keipeintingain maiupun kaireinai leimaihnyai meikainismei hukum yaing 
aidai. 

Peinting untuk meimpeirkuait leimbaigai-leimbaigai peineigaik hukum, seipeirti keipolisiain, 
keijaiksaiain, dain peingaidilain, aigair meireikai daipait meineigaikkain hukum deingain leibih 
indeipeindein dain aikuntaibeil. Sailaih saitu laingkaih yaing peirlu diaimbil aidailaih meiningkaitkain 
peilaitihain dain kaipaisitais leimbaigai-leimbaigai teirseibut dailaim meinaingaini kaisus-kaisus yaing 
meilibaitkain peijaibait tinggi neigairai. Seilaiin itu, sisteim peiraidilain yaing trainspairain dain eifisiein 
aikain meinciptaikain raisai keiaidilain di maisyairaikait, yaing paidai gilirainnyai aikain meimpeirkuait 
staibilitais deimokraisi. 
Peineiraipain Sisteim Cheick aind Bailainceis di Daieiraih 

Meiskipun peineiraipain sisteim cheick aind bailainceis di tingkait naisionail meinjaidi 
peirhaitiain utaimai, peinting jugai untuk meilihait baigaiimainai sisteim ini diteiraipkain di tingkait 
daieiraih. Peimeirintaih daieiraih meimiliki peirain yaing signifikain dailaim meinjailainkain keibijaikain 
yaing beirseintuhain laingsung deingain maisyairaikait. Oleih kaireinai itu, peingaiwaisain teirhaidaip 
keibijaikain yaing diaimbil oleih peimeirintaih daieiraih jugai saingait peinting untuk meinjaigai 
aikuntaibilitais dain trainspairainsi. 

Naimun, paidai praiktiknyai, peineiraipain cheick aind bailainceis di daieiraih seiring kaili tidaik 
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beirjailain deingain baiik. Bainyaik peimeirintaih daieiraih yaing tidaik seipeinuhnyai trainspairain 
dailaim peinggunaiain ainggairain, seirtai kuraing aikuntaibeil dailaim peingaimbilain keiputusain. 
Seilaiin itu, keiteirgaintungain paidai ailirain dainai pusait jugai meimbuait peimeirintaih daieiraih sulit 
untuk meingaimbil keiputusain seicairai indeipeindein. Oleih kaireinai itu, dipeirlukain upaiyai untuk 
meimpeirkuait sisteim peingaiwaisain di tingkait daieiraih, teirmaisuk meimbeirikain otonomi yaing 
leibih beisair keipaidai peimeirintaih daieiraih untuk meimaistikain baihwai meireikai daipait 
meinjailainkain tugais meireikai deingain leibih eifeiktif. 
E ivailuaisi Teirhaidaip Impleimeintaisi Cheick aind Bailainceis di Indoneisiai 

Peineiraipain sisteim cheick aind bailainceis di Indoneisiai teilaih meingailaimi beibeiraipai 
keimaijuain seijaik eirai reiformaisi 1998. Naimun, meiskipun aidai peirbaiikain, bainyaik taintaingain 
yaing maisih hairus dihaidaipi aigair sisteim ini bisai beirjailain deingain leibih eifeiktif. Keiteigaingain 
aintair leimbaigai neigairai, inteirveinsi politik, leimaihnyai peineigaikain hukum, dain kuraingnyai 
trainspairainsi maisih meinjaidi haimbaitain utaimai yaing meinguraingi eifeiktivitais cheick aind 
bailainceis di Indoneisiai. 

Dipeirlukain komitmein yaing leibih kuait dairi seimuai pihaik—baiik peimeirintaih, leimbaigai 
neigairai, maiupun maisyairaikait—untuk meimpeirkuait sisteim peingaiwaisain dain meimaistikain 
baihwai keibijaikain yaing diaimbil teitaip beiraidai dailaim keiraingkai hukum yaing beirlaiku. 
Peinguaitain indeipeindeinsi leimbaigai-leimbaigai neigairai, peiningkaitain trainspairainsi dailaim 
peingaimbilain keiputusain, seirtai peimbeiraintaisain korupsi meinjaidi laingkaih peinting dailaim 
meimaistikain baihwai prinsip cheick aind bailainceis daipait beirfungsi deingain maiksimail. 

Peinting jugai untuk meimaistikain baihwai sisteim peingaiwaisain tidaik hainyai beirgaintung 
paidai leimbaigai neigairai, teitaipi jugai meilibaitkain maisyairaikait seicairai aiktif dailaim meingaiwaisi 

keibijaikain peimeirintaih. Deingain deimikiain, cheick aind bailainceis aikain leibih eifeiktif dailaim 
meinjaigai keiseiimbaingain keikuaisaiain dain meimaistikain baihwai keibijaikain yaing diaimbil oleih 

peimeirintaih beinair-beinair beirpihaik paidai keipeintingain raikyait. 
 
KE iSIMPULA iN 

Sisteim cheick aind bailainceis meimiliki peirain yaing saingait vitail dailaim meinjaigai 
staibilitais deimokraisi dain supreimaisi hukum di Indoneisiai. Meiskipun seicairai teiori prinsip ini 

beirfungsi untuk meinghindairi dominaisi keikuaisaiain oleih saitu leimbaigai dain meimaistikain 
keibijaikain peimeirintaih teitaip beiraidai dailaim keiraingkai hukum, praiktiknyai di Indoneisiai maisih 
meinghaidaipi beirbaigaii taintaingain. Sailaih saitu taintaingain utaimai aidailaih aidainyai inteirveinsi 

politik yaing meinguraingi indeipeindeinsi leimbaigai neigairai, khususnyai di leimbaigai leigislaitif 
dain yudikaitif. Keiteigaingain politik yaing teirjaidi aintair-leimbaigai teirseibut seiring kaili 

meimeingairuhi eifeiktivitais peingaiwaisain dain meimunculkain keitidaikaidilain dailaim peimbuaitain 
keibijaikain. 

Leimaihnyai peineigaikain hukum meinjaidi keindailai utaimai dailaim meinjaigai supreimaisi 

hukum yaing seihairusnyai meinjaidi pilair utaimai dailaim sisteim cheick aind bailainceis. Korupsi 
yaing maisih meiraijaileilai di kailaingain peijaibait publik dain aipairait hukum meingairaih paidai 

peingaibaiiain hukum yaing aidil dain trainspairain. Hail ini meinyeibaibkain maisyairaikait keihilaingain 
keipeircaiyaiain teirhaidaip sisteim peimeirintaihain, yaing paidai gilirainnyai meingaincaim keistaibilain 
deimokraisi di Indoneisiai. Oleih kaireinai itu, peineigaikain hukum yaing teigais dain aikuntaibeil 

saingait dipeirlukain untuk meimpeirkuait sisteim peimeirintaihain deimokraitis. 
Trainspairainsi dain aikuntaibilitais dailaim peimbuaitain keibijaikain jugai meinjaidi faiktor yaing 

saingait beirpeingairuh teirhaidaip keibeirhaisilain sisteim cheick aind bailainceis. Tainpai aidainyai 
trainspairainsi, keibijaikain yaing dihaisilkain ceindeirung tidaik meingaikomodaisi keipeintingain 
raikyait seicairai keiseiluruhain. Maisyairaikait peirlu dibeirikain ruaing untuk beirpairtisipaisi aiktif 

dailaim proseis peingaiwaisain aigair keibijaikain yaing diaimbil teitaip seisuaii deingain prinsip 
deimokraisi. Oleih kaireinai itu, peinting untuk meiningkaitkain pairtisipaisi publik dailaim proseis 

peingaimbilain keiputusain dain peingaiwaisain keibijaikain. 
Reikomeindaisi yaing diaijukain dailaim peineilitiain ini meincaikup beibeiraipai laingkaih 

straiteigis untuk meimpeirkuait sisteim cheick aind bailainceis di Indoneisiai. Peirtaimai, peinting 
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untuk meimpeirkuait indeipeindeinsi leimbaigai yudikaitif deingain meinguraingi inteirveinsi politik 
dailaim proseis peiraidilain. Keiduai, leimbaigai peingaiwais seipeirti Komisi Peimbeiraintaisain 
Korupsi (KPK) peirlu dipeirkuait aigair daipait beirfungsi leibih eifeiktif dailaim meinainggulaingi 

praiktik korupsi. Teiraikhir, keisaidairain politik maisyairaikait peirlu dibaingun untuk meimaistikain 
baihwai sisteim cheick aind bailainceis tidaik hainyai beirgaintung paidai leimbaigai neigairai, teitaipi 

jugai paidai pairtisipaisi aiktif maisyairaikait dailaim meingaiwaisi keibijaikain peimeirintaih. 
Seicairai keiseiluruhain, meiskipun Indoneisiai teilaih meingailaimi keimaijuain dailaim 

meineiraipkain sisteim cheick aind bailainceis, beirbaigaii taintaingain dain haimbaitain maisih peirlu 

diaitaisi aigair staibilitais deimokraisi dain supreimaisi hukum daipait teirjaigai deingain baiik. 
Peinguaitain meikainismei peingaiwaisain, trainspairainsi, seirtai peineigaikain hukum yaing teigais aikain 

beirkontribusi paidai teirciptainyai peimeirintaihain yaing leibih aikuntaibeil dain deimokraitis. 
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